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SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 88/E/KPT/2020
TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR
KAMPUS UTAMA PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN AKADEMIK

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomeor 7 Tahun
2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan
Program Studi di Luar Kampus Utama pada Perguruan Tinggi
Penyelenggara Pendidikan Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);



Menetapkan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51});

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA PADA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK.

Menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan program
studi di luar kampus utama pada perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan akademik sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
TTD.
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SALINAN
LAMPIRAN

KEPUTUSAN  DIREKTUR  JENDERAL
PENDIDIKAN  TINGGI  KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 88/E/KPT/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR
KAMPUS UTAMA PADA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR
KAMPUS UTAMA PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
AKADEMIK

I.  Pendahuluan
a. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan
pembukaan program studi akademik, termasuk pembukaaan Program
Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) oleh perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan akademik di lingkungan Kemdikbud, maka
dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan Permendikbud
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan
Izin Perguruan Tinggi Swasta

b. Ruang lingkup penyelenggaraan PSDKU pada perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan akademik berdasarkan Permendikbud
Nomor 7 Tahun 2020.

1. PSDKU dapat dibuka di kabupaten/kota/kota administratif yang
tidak berbatasan langsung dengan kabupaten/kota/kota
administratif dimana Kampus Utama Perguruan Tinggi berada di
dalam satu provinsi.

2. PSDKU yang dibuka di provinsi yang berbeda dengan provinsi
dimana Kampus Utama Perguruan Tinggi berada (lintas provinsi),
harus bekerja sama dalam bidang akademik dan/atau bidang non
akademik dengan PTN atau PTS yang telah terakreditasi di provinsi
letak PSDKU akan dibuka.

3. Dalam hal suatu program studi diselenggarakan di
kabupaten/kota/kota administratif yang berbatasan langsung
dengan kabupaten/kota/kota administratif dimana Kampus
Utama Perguruan Tinggi berada di dalam satu provinsi atau di
provinsi lain, maka penyelenggaraan program studi tersebut bukan
merupakan pembukaan PSDKU, melainkan perluasan lokasi
Kampus Utama Perguruan Tinggi yang wajib dilaporkan kepada LL
Dikti setempat.



II.

Penyelenggaraan PSDKU dapat digambarkan sebagai berikut:

PROVINSI X

PROVINSI Y

Bahwa pembukaan PSDKU akan diberikan untuk program studi di

bidang sains, teknologi,

enjinering,

dan matematik (science,

technology, engineering, dan mathematic — STEM). pembukaan PSDKU
diluar bidang STEM dapat dikecualikan bagi:

1. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan

2. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Bahwa pembukaan PSDKU tidak dapat digunakan:
1. untuk memenuhi jumlah dan bidang ilmu dan teknologi program
studi sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk suatu bentuk

perguruan tinggi tertentu; dan

2. sebagai dasar pendirian perguruan tinggi baru.

Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama pada Perguruan

Tinggi Penyelenggara Akademik

a. Persyaratan dan dokumen pembukaan PSDKU pada perguruan tinggi

penyelenggara akademik:

a. akta notaris tentang pendirian
Badan Penyelenggara beserta
perubahannya,

No. Persyaratan Dokumen

1. | rektor/ketua mengajukan surat pindai surat permohonan asli
permohonan pembukaan PSDKU rektor/ketua tentang pembukaan
kepada Mendikbud. PSDKU kepada Mendikbud.

2. | Untuk PTS: e Pindai akta  notaris asli

pendirian Badan Penyelenggara
beserta semua perubahan, jika
pernah dilakukan perubahan

b. Keputusan Kementerian Hukum

¢ Pindai Surat Keputusan




No. Persyaratan Dokumen
dan HAM, Menkumham asli tentang
pengesahan Badan
Penyelenggara sebagai badan
hukum
c. surat keputusan izin Pindai Surat Keputusan
pendirian/penyelenggaraan Mendiknas/
perguruan tinggi dan Izin Mendikbud /Menristekdikti asli
pembukaan program studi tentang izin
dikampus utama yang akan pendirian/penyelenggaraan PTS
diselenggarakan diluar kampus dan Izin pembukaan program
utama. studi dikampus utama yang
akan diselenggarakan diluar
kampus utama.
Untuk PTN: Pindai Keputusan Mendiknas/
Izin pembukaan program studi Mendikbud /Menristekdikti asli
dikampus utama yang akan tentang izin pembukaan
diselenggarakan diluar kampus program studi dikampus utama
utama. vang akan diselenggarakan
diluar kampus utama

3. | program studi di kampus utama pindai sertifikat asli peringkat
yvang akan diselenggarakan diluar Unggul atau A pada program
kampus utama memiliki peringkat studi di kampus utama
akreditasi Unggul atau A;

4. | Memiliki persetujuan tertulis Badan Pindai surat asli persetujuan
Penyelenggara tentang pembukaan Badan Penyelenggara tentang
PSDKU (khusus PTS) pembukaan PSDKU

5. | Memiliki pertimbangan tertulis Senat Pindai surat asli pertimbangan
perguruan tinggi tentang Senat Perguruan Tinggi tentang
pembukaan PSDKU pembukaan PSDKU.

6. | bekerja sama dengan PTN atau PTS Pindai perjanjian kerja sama asli
yang berstatus terkreditasi di daerah dengan PTN atau PTS yang
provinsi letak PSDKU akan dibuka berstatus terakreditasi di
(khusus untuk PSDKU lintas| daerah provinsi letak PSDKU
provinsi) akan dibuka.

7. | Memiliki hak pakai atas lahan di Pindai sertifikat asli hak pakai
tempat penyelenggaraan PSDKU, atas lahan di tempat
dengan luas sesuai dengan penyelenggaraan PSDKU,
kebutuhan Program Studi yang akan dengan luas sesuai dengan
dibuka; (khusus PTN) kebutuhan Program Studi yang

akan dibuka.

8. | Badan Penyelenggara PTS memiliki | ¢ Pindai sertifikat asli hakifsmilik,

hak atas lahan dengan status

haksfrmilik, hak guna bangunan,
atau hak pakai atas lahan di tempat

hak guna bangunan, atau hak
pakai atas lahan di tempat
penyelenggaraan PSDKU




No. Persyaratan Dokumen
penyelenggaraan PSDKU dengan luas dengan luas sesuai dengan
sesuai dengan kebutuhan Program kebutuhan Program Studi yang
Studi yang akan dibuka (khusus akan dibuka;

PTS); atau

Dalam hal syarat diatas belum dapat Pindai perjanjian asli sewa
dipenuhi oleh PITS yang akan menyewa lahan dengan
membuka PSDKU, maka PTS pemegang hak atas lahan di
membuat perjanjian sewa menyewa tempat penyelenggaraan PSDKU
lahan dengan pemegang hak atas untuk jangka waktu paling lama
lahan di tempat penyelenggaraan 10 (sepuluh) tahun sejak
PSDKU untuk jangka waktu paling Peraturan Menteri ini
lama 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan dan tidak dapat
Peraturan Menteri ini ditetapkan, diperpanjang, dengan hak opsi,
dengan hak opsi, dan dibuat di dan dibuat di hadapan notaris,
hadapan notaris, dengan luas sesuai dengan luas sesuai dengan
dengan kebutuhan Program Studi kebutuhan Program Studi yang
yang akan dibuka. akan dibuka

9. | Rekomendasi tertulis LLDIKTI (masa
berlaku rekomendasi paling lama 1
tahun sejak rekomendasi diterbitkan)
yvang memuat: Pindai surat Rekomendasi
a. Rekam jejak (termasuk legalitas) tertulis asli dari LLDIKTI

Badan Penyelenggara dari wilayah kampus utama berada
LLDIKTI wilayah kampus utama dan/atau LLDIKTI wilayah
berada; (khusus PTS) PSDKU yang akan dibuka
b. Rekam jejak PTS dari LLDIKTI
wilayah kampus utama berada;
(khusus PTS)
c. Tingkat kejenuhan PSDKU dari
LLDIKTl—wilayah PSDKU—yang
akan dibuka; dan
d. Tingkat keberlanjutan PSDKU dari
LLDIKTl—wilayah PSDKU vyang
akan dibuka;

10. | Dosen untuk 1 (satu) program studi
paling sedikit berjumlah 5 (lima)
orang calon dosen di Universitas,

Institut, dan Sekolah Tinggi, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan, yang dapat

dipenuhi dengan:

a. paling sedikit 3 (tiga) orang calon | e Pindai surat tugas asli dari
dosen tetap berasal dari rektor/ketua

perguruan tinggi pengusul yang
berdomisili di lokasi PSDKU yang




Persyaratan

Dokumen

akan dibuka; dan

calon dosen lainnya dapat berasal
dari perguruan tinggi pengusul
atau dari perguruan tinggi lain di
lokasi PSDKU yang akan dibuka;

e Pindai surat tugas asli dari

rektor/ketua dan dari pemimpin
perguruan tinggi lain

dengan ketentuan:

1) Warga Negara Indonesia
berusia paling tinggi 58 (lima
puluh delapan) tahun bagi
yang belum punya NIDN pada
saat pengusulan.

Jika telah memiliki NIDN
dan/atau telah memiliki
jabatan fungsional, maka lihat
angka 6) di bawah.

Pindai KTP asli

2) Berijazah:

a) paling rendah  magister,
magister terapan, atau yvang
setara level 8 (delapan) KKNI
untuk Program Sarjana;

b) doktor, doktor terapan, atau
yang setara level 9 (sembilan)
KKNI untuk program

magister dan program
doktor;
dalam bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi
yvang sesuai dengan PSDKU
yang akan diusulkan;

Pindai ijazah dan transkrip asli
semua program  pendidikan
yang pernah ditempuh.

Pindai Keputusan  tentang
penyetaraan ijazah asli bagi
calon dosen tetap lulusan luar
negeri, dari Kementerian yang
menangani pendidikan tinggi.
Pindai  Keputusan  Menteri
tentang rekognisi pembelajaran
lampau asli.

Pada program doktor:;

memiliki paling sedikit 2 (dua)
orang calon Dosen Tetap
dengan  jabatan  akademik
profesor dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang sesuai dengan program
studi akademik vyang akan
dibuka;

Pindai keputusan asli mengenai

jabatan akademik yang
mutakhir (khusus untuk
pembukaan  program  studi
akademik pada program

magister atau doktor);

3) Berusia paling tinggi 65 (enam
puluh lima) tahun untuk dosen
yang telah memiliki NIDN
dengan jabatan  akademik
bukan profesor, atau berusia
paling tinggi 70 (tujuh puluh)
tahun untuk dosen yang telah




Persyaratan

Dokumen

memiliki NIDN dengan jabatan
akademik profesor, dalam
bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sesuai dengan
PSDKU yang akan dibuka, pada
pengusulan PSDKU
tersebut;

saat

4) Bersedia bekerja penuh waktu
di lokasi PSDKU yang akan
dibuka berdasarkan Ekuivalen
Waktu Mendidik Penuh
(EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh
tujuh koma lima) jam per
minggu bagi calon dosen tetap;

e Pindai surat
kesediaan

pernyataan asli
calon dosen tetap
untuk bekerja penuh waktu
berdasarkan EWMP.

5)Belum memiliki Nomor Induk
Dosen Nasional (NIDN) atau
belum memiliki Nomor Induk
Dosen Khusus (NIDK).

Untuk PTN:

¢ Pindai perjanjian asli kesediaan
pengusulan dosen tetap antara
rektor/ketua dengan calon
dosen;

Untuk PTS:

e Pindai perjanjian asli kesediaan
pengangkatan tetap
antara calon dosen tetap dengan

dosen

Badan  Penyelenggara  atau
rektor/ketua dalam hal
kewenangan menandatangani
perjanjian  kesediaan  telah
dilimpahkan kepada
rektor/ketua;
6) Dalam hal dosen telah memiliki | Pindai surat tugas asli dari
NIDN vang berasal dari | rektor/ketua.
program studi lain dalam | Untuk PTN:

PTN/PTS yang sama, maka
pemimpin perguruan tinggi:

a) wajib mempertahankan
nisbah Dosen dan
Mahasiswa pada program
studi yang ditinggalkan.
Nisbah sebagaimana
dimaksud di atas sebagai
berikut:

e 1 (satu) dosen berbanding

paling banyak 45 (empat

e Pindai keputusan asli mengenai

pengangkatan sebagai dosen
tetap;

Untuk PTS:

e Pindai keputusan asli
pengangkatan sebagai Dosen
tetap PTS dari Badan
Penyelenggara;

e Pindai asli SK Pengangkatan
sebagai PNS diperkerjakan di




Persyaratan

Dokumen

puluh lima) mahasiswa
untuk rumpun ilmu
agama, rumpun ilmu
humaniora, rumpun ilmu
sosial, dan/atau rumpun

ilmu terapan (bisnis,
pendidikan, keluarga dan
konsu-men, olahraga,

jurnalistik, media massa
dan komunikasi, hukum,
perpustakaan dan
permuseuman, militer,
administrasi publik, dan
pekerja sosial); dan

e | (satu) dosen berbanding
paling banyak 30 (tiga
puluh) mahasiswa untuk
rumpun ilmu alam,
rumpun  ilmu formal,
dan/atau rumpun ilmu

terapan (pertanian,
arsitektur dan
perencanaan, teknik,
kehutan-an dan
lingkungan, kesehatan,

dan transportasi);

b) dapat mengusulkan calon

dosen tetap sebagaimana
dimaksud pada huruf a) yang
berusia paling tinggi 65
(enam puluh lima) tahun
bagi vang memiliki jabatan
fungsional non profesor atau
paling tinggi 70 (tujuh puluh)
tahun bagi yang memiliki
jabatan fungsional profesor.
Bagi calon dosen yang
diambil dari program studi
lain dari PTN/PTS yang sama
wajib memperoleh
penugasan dari pemimpin
perguruan tinggi;

PTS pengusul.

7)Bukan guru yang telah

memiliki Nomor Unik Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

e Pindai Daftar riwayat hidup asli
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No. Persyaratan Dokumen

(NUPTK);

8)Bukan pegawai tetap pada |e Pindai surat pernyataan asli
instansi lain; bukan sebagai pegawai tetap

pada instansi lain

9) Bukan Aparatur Sipil Negara, | ¢ Pindai keputusan asli mengenai
kecuali dosen vang penugasan dari LLDIKTI
dipekerjakan (DPK) oleh | (khusus bagi dosen DPK
LLDIKTI setempat pada PTS LLDIKTI)
PSDKU yang mengusulkan
pembukaan program studi
akademik.

11. | Memenuhi persyaratan minimum |e [nstrumen Pemenuhan Syarat
akreditasi PSDKU sesuai standar Minimum  Akreditasi PSDKU
nasional pendidikan tinggi, yang beserta semua Lampirannya.
dibuktikan melalui pengisian
formulir Instrumen Pemenuhan
Syarat Minimum Akreditasi
Pembukaan PSDKU pada:

e Program Sarjana;
e Program Magister;
¢ Program Doktor.

12. | Kurikulum PSDKU paling sedikit |e Diisikan di dalam instrumen
sama dengan Kkurikulum Program pemenuhan syarat minimum

Studi yang sama di Kampus Utama
yang disusun berdasarkan
kompetensi lulusan sesuai dengan
standar nasional pendidikan tinggi;

akreditasi PSDKU

e Pindai dokumen asli kurikulum
program studi yang sama di
Kampus Utama.

Kurikulum PSDKU paling sedikit

memuat:

1) Keunggulan atau Keunikan
program studi;

2) Profil lulusan;

3) Capaian pembelajaran lulusan;

4) Struktur mata kuliah:

e untuk program studi pada
program sarjana dan
magister berisi daftar mata
kuliah per semester beserta
beban satuan kredit
semester;

¢ untuk program studi pada
program
magister berisi daftar mata
kuliah per semester beserta

sarjana dan
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Persyaratan

Dokumen

beban satuan kredit
semester;
e untuk program studi pada
program doktor berisi:

a) Fokus penelitian;

b) Keterkaitan antara mata
kuliah
penelitian untuk
menjamin pemenuhan
luaran berupa publikasi
pada jurnal internasional
bereputasi;

c) Persyaratan kelulusan.

5) RPS dari mata kuliah penciri
program studi:

dan fokus

* program sarjana 10
(sepuluh) mata kuliah;

e program magister 5 (lima)
mata kuliah;

e program doktor 2 (dua)

sampai 3 (tiga) mata kuliah,;

13.

tinggi yang akan
PSDKU menyediakan
sarana dan prasarana di tempat
PSDKU, paling

Perguruan
membuka

penyelenggaraan

sedikit:

a. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu)
m?2 (meter persegi) per mahasiswa,;

b. ruang Dosen tetap paling sedikit 4

(empat) m? (meter persegi) per
orang;
c. ruang administrasi dan kantor

paling sedikit 4 (empat) m? (meter
persegi) per orang;

d. ruang perpustakaan paling sedikit
200 (dua ratus) m? (meter persegi),
termasuk ruang baca yang harus
dikembangkan sesuai dengan
pertambahan jumlah Mahasiswa;

e. buku paling sedikit 200 (dua
ratus) judul per PSDKU sesuai
dengan bidang ilmu dan teknologi
dari PSDKU tersebut;

f. memiliki koleksi atau akses paling

e Diisikan di dalam instrumen
pemenuhan syarat minimum
akreditasi PSDKU mengenai
kriteria Unit Pengelola Program
Studi.
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sedikit 1 (satu) jurnal dengan
volume lengkap untuk setiap
PSDKU; dan
g. ruang laboratorium, komputer,
dan sarana praktikum dan/atau
penelitian sesuai dengan
kebutuhan setiap PSDKU; kecuali
ditentukan lain oleh peraturan
perundang- undangan;
Dalam hal syarat di atas belum dapat | ¢ Pindai akta notaris asli tentang
dipenuhi oleh PTS yang akan| perjanjian sewa sarana dan
membuka PSDKU, maka PTS prasarana.
membuat perjanjian sewa menyewa
sarana dan prasarana untuk jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh)
tahun sejak perjanjian sewa menyewa
ditandatangani, dengan hak opsi, dan
dibuat di hadapan notaris.
14. | PSDKU dikelola oleh unit pengelola | ¢ Diisikan di dalam instrumen
PSDKU dengan organisasi dan tata pemenuhan syarat minimum
kerja sebagai berikut: akreditasi PSDKU mengenai
1) pada PTN disusun berdasarkan pengaturan tentang organisasi
ketentuan peraturan perundang- dan tata kerja unit pengelola
undangan, program studi.

2) pada PTS disusun dan ditetapkan
oleh Badan Penyelenggara;

15. | Rencana strategis perguruan tinggi|e Pindai asli halaman sampul,
yvang akan membuka PSDKU; daftar isi dan halaman yang

memuat rencana pembukaan
PSDKU

16. | Rekomendasi tertulis | e Pindai rekomendasi tertulis asli
bupati/walikota tentang potensi dan dari Bupati/walikota tentang
minat calon Mahasiswa pada PSDKU potensi dan minat calon
yvang akan dibuka; dan Mahasiswa pada PSDKU yang

akan dibuka

17. | Tenaga Kependidikan paling sedikit

berjumnlah 2 (dua) orang untuk
melayani 1 (satu) program studi
akademik dan 1 (satu) orang untuk
melayani perpustakaan, disesuaikan
dengan kebutuhan, dengan
ketentuan:

a. Warga Negara Indonesia berusia
paling tinggi 56 (lima puluh enam)
tahun pada saat pengusulan

e Pindai KTP aslj;
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pembukaan program studi
akademik;
b. Paling rendah berijazah Diploma | ¢ Pindai ijazah asli calon tenaga
Tiga; dan kependidikan; dan
c. Bersedia bekerja penuh waktu |e Pindai Surat Pernyataan asli
selama 37,5 (tiga puluh tujuh kesediaan calon tenaga
koma lima) jam per minggu. kependidikan untuk bekerja
penuh waktu selama 37,5 (tiga
puluh tujuh koma lima) jam per
minggu;

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan
Program Studi untuk setiap usul program studi baru diisi dan
ditandatangani oleh Rektor/Ketua.

2. Dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di
atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan
Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua.

3. Instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui
menu Panduan pada laman htip://silemkerma.kemdilkbud.go.id.

b. Prosedur Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama
1. Prosedur Umum
a) Tahap Kesatu
Rektor/Ketua memohon rekomendasi tertulis dari:
1) Bupati/Walikota di wilayah PSDKU yang akan dibuka;
2) LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

(a) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta
semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan)
(khusus PTS);

(b) keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan
Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya
Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);

(c) Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin
pemhbukaan program studi beserta semua perubahannya;

(d) Sertifikat akreditasi program studi dengan peringkat
Unggul atau A pada program studi yang sama di Kampus
Utama pada program sarjana, program magister, dan
program doktor (PTN dan PTS);

(e) Persetujuan tertulis Badan Penyelenggara (khusus PTS);

() Pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi (PTN dan
PTS); dan

(g) Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota di wilayah
PSDKU yang akan dibuka (PTN dan PTS).



b)

d)

o

Tahap Kedua

1) LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen
pada Tahap Kesatu. Dalam hal legalitas Badan
Penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta
pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada
instansi yang terkait.

Beberapa contoh kasus dapat dilihat pada bagian III contoh
dokumen huruf e.

2) LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:
(a) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal
dilakukan perbaikan dokumen), dan
(b) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen
pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.

Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

1) Rektor/Ketua mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti
melalui http:/ /silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan
melampirkan surat permohonan akun.

2) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan

3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka
Rektor/Ketua dapat mengajukan kembali permintaan akun.
Apabila disetujui maka Rektor/Ketua dapat melanjutkan
proses ke prosedur khusus pembukaan PSDKU di bawah ini.

Tahap Keempat

1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen (desk
evaluation) semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen
Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan
evaluasi lapangan (site evaluation).

2) Dalam hal evaluasi lapangan (site evaluation) menunjukkan
masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang
diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat
menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun.

3) Penerbitan izin prinsip bertujuan wuntuk memberikan
jaminan kepada pengusul bahwa setelah kekurangan
persyaratan dipenuhi, maka izin pembukaan PSDKU
diterbitkan. Setelah terbitnya izin prinsip, pengusul dapat
melakukan investasi yang diperlukan dalam rangka
pembukaan PSDKU. Setelah memperoleh Izin prinsip ini,
pengusul:
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o Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan
berdasarkan hasil evaluasi lapangan; dan
e dilarang menerima mahasiswa sampai izin PSDKU
diterbitkan.
4)Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan
kekurangan persyaratan untuk pembukaan PSDKU masih
belam terpenuhi, maka usul pembukaaan PSDKU ditolak
dan pengusul mengulang proses izin pembukaan PSDKU dari
awal.
5) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan kesesuaian
antara dokumen yvang diunggah dengan fakta di lapangan,
Mendikbud menerbitkan izin pembukaan PSDKU.

Prosedur Khusus
Untuk memperoleh izin prinsip atau izin pembukaan PSDKU,
pengusul harus mengikuti prosedur khusus di bawah ini:
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Prosedur Khusus Pembukaan PSDKU:

Fermuim Ferguraan Tingw menpaskan perminlean akur ke
Ditektorat Jenoeral Pendicikan Trgsi maaiol

silermkerma kemditbud go id, dengan melampirkan surat
permahonar akun (bagi Perguruan Tinggi yang belum

akun]

Uirektorat Jenderal Pendidian Tngs mesakukan veritikas
dokumen vsul akun. Apabila sermintaan akan belam
disetuul maka Perguriar Tingel dapat menzsjukan kemball
permintaan akiun

Perguruan TREE mengungann dekimen dalasn bertuk pat
yang telzh diisi dan diardatengani olah Pemimpin Perguruan
Tinggl, yvang terdirl atas:
2. Sural permononan pembucaan PSDKL Akaderk kepada
tandikbud;
b. Molamondact dad LLDIKTL
e Ferrmulic tnstrumen Pemenuban Syarat b
Akreditas) FEDEU Skademik; dan

« Lampiran nstramen Pemenuhan Syarat Minimum

d
mkreditasi PEDEL Akademik,

Direkrorat Jenderal Pendidkan Trggi meibukan evaluasi
tentang pomenuhan jumiah dan kualifikasi calon dosen
PSDEU Akademil yang dwsulican.

Apabila pemenuhan jumiah can kualifikas caon dosen
hi maka Oi Jemdesal

Tinggi memberikan “Parsetijuan ? moses Lanjut” meSiui

Laman silemkerra kemdikbud goid untuk diproses ke tahap

herikurmya

Apabila han jumiah dan lon d

tidak i ol i balui

disetujul gan Perguruan TINEEl dapat mengungeah kemball

usul,

Apabils “Perieldjuan Proses Lanjul” wiah diberkan, LLOIKT]
mengevaluasi kriteria non dosen [karikulum dan unt
nangaiola arogram studif.

Apabila hasil evaluasi kritena non dosen tidak memanuhi
porsyaratan, weul dingatskan belum disatujul, dan Rergurean
Tingel dapat mengunggah hembai usul melalul laman
sHemkerma kemdikbud, go

Direktorat Jenderal Pendidkan Tinggl dapat melakukan
evaluasi lapangan.

Dirchturat Jenderal Pendidban Togs bersama LLDICT dapat
melokukin evaluasi lapanga n pemenuhan Syarar sinimem
Akraditas Program SmdiPendidian frofes kesshatan

Dalam hal p . s | menLnjuldan
masih terdapat kabdaksesuaian entara dokumen vang
i h dengan fakia di lapangan maka pengusul diming
P e il

4

2ol rrelalui alun

FT ahirri

amengenggal dokurnen perlsaiion sl
an Nasit evaluasi lap
akun slemierma, kermdikaud go.id.

melaEu

Diresltarat lenceral Fendicikan TIngal melakutan 2valias
dok perbaikan alas ketidak: i1 e rdasarkan hasil
evaluasi lapangan. Apabila hasil evaluasi terscbut belum
sesyai maka PT dapat mengunagshdokumen untak
mamenuhilearidakopciaian melahiilaman

silwrnlerema o mdi s dge el

Apahila hasil evahiasi secara keseluruhan telah memenuh
porsyaratan, Direlaarat lendoral Pondidilan Tinagpi
usul tertubs + tzln k PSDEL
kepecia untuk Surat
Eeputusan tentang pembukasn PSOKY Akademik,

[w
A

Uy b
* LIELL

unggan massimal &

() hati (i

AR A YA
pertarma val)

OOUSEN TETAR

Berse Ui
FROSES LARILT

LLOIKT]

BELUMTSESUAL

4

VA

13 )
b PEnEDitan S5
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Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT
atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat
akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan
evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan
Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan PSDKU
a. Surat Permohonan Pembukaan PSDKU

Kop Surat
PTN/PTS ..........

AlamAat: i
Telepon: ...... — Email: .......
Nomor W
Hal : Usul Pembukaan PSDKU
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada yang terhormat,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
J1. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua ... e, mengusulkan
Pembukaan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) seb.;gm benkut:

3. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

DN W

7 dst
Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

... Agustus 2020.
Rektm ’Ketua,

(Nama)
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b. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

NOTARD
WILATAM KERIA PROPINGI JAWA BARAT

LM WTTR HUNUM JAN HAK ALAY WANUSA AT P50 WOONTUA
NOMOR €00, bt 00.81-Th 2905 TGL. 10 WAL 2008
AT DAMAR
L IENGELN 5
GUNING RALL - LASUNGDRA LINTD

TP [B2Y) ITYTYT - DR

SALINAN
AT PN DA TAYALAN ALAMAX
NOMOR |
TANGEAL

Nyonya MUSAROH. (s df Asiubus nads tangge’ 506 1952
(irna deias Jurs serbu serbiyn ratus g pu dua), Dagang,
Wargh Megars trooa O

Buauais, T e i
Rulue Teanggs Nomor 07, Rulue Weege MNomor @ 07,

Peragaryg Kartu Tinda Perdudul Nomes - L300/T391 60991
4. Tuan H.ROSIDI. et o saDuneter Bredos, Dacs wmpee (805 1968
{delases S MASLS wrtn Sl rals CU DUAS Sedten )

Wargs hegers e Ungge @
Burgur, Necamatan Ktanggor, /Dema etangger, Suln
Tetungge Nomor ; 06, Rukun Werge omor - 06, ——

Pemegang  Maru  Tends Pescutk  Gengen  Nomer  induk
Koerduduher ; 332916150068000), — —
1. Tuan ROZAXD, ot & watussten Turl cods Wepal 16-03-1976 (dus
puduh enem Maret seibu semblen ehs Bjvh pukd enem),
Wirewwasts, Warge Negors [mUonesl, Determoet Srognel O eluoaten
Tor, Kecarwtar Agurgar, Kewrsher Deese Mg, Bukun Tetarngge
Normor ; 05, Ruken Wage Nomer : O -~
4, HYUSUF, uhr o fatuoaten Mrebes Lor, poda Wnggal 1007 1945
([ Jewn Jul serta serOlan rats oroet puiLh Ema), Wiaeeaia,
Wargs regars Induresia; bertersat Unggel & Kaltusates Mbrebes L,

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN “ALAMAK™
NOMOR : 01

Pude mart m, Rabn, egpe 12122010 [due Dwes Desember dua
Puied 14 00 WIB (empat bebes Wkt Indoresls Bere)
Ber~scanen seges 3va. NOSTM SURDSIM Sorians = “Mapster
Nerclacates. Molers O KaDuoWter Keduegors dengen Wieye™ leDatan
Prooesi Jowe Sarst. hac Oe® SO WG SR NotET kend don
rams ramanyd suss daeSutias tads Segan s dis
L Tuan Sutiema. Ghr O BauDuT, Data WNGRE 13-11-1996 (Dge Solm
Sooemier seTin STONAS LS T DU enem) Wieksersts
Warga Neges Induresa, teieuet trgpd § Gbupoter Brebes,
Gerpmétan  SrSagungen,  SoumRan/Uow Duamtetin,  Swan
Tetangos Nomor 07, Bukue Wargs Nower- 07
Pemepeny Gt Tosds Peuch Gompen  Nemor  Incuk
Sepcroucuhe | L2870
et dalarm mai i e

LA ..
3 Sewa aw Gt Ge OET ATRR BL WS Tmenl Lt o st

nama

Gomatar Gtargouagen, Kewrran/Dea (etasgouge.  Rwen

Tetunggs Nomer - 06, Rukn Warga Norer - 8%, ————————-

Pemegang Kty Tande Pendudu Noror | SRR TTITE, ——
Pura peregraces teleh dienel oleh oy, Motarw, —————————————
PIre pEgfece) DETRGIK WOOpETENE Wmel! O &, Ooee N
et ergRE S LR CauA WEagE DeruLt -

B R R e e

kohidupes Dengua ey dalem bideng peedfichan  sets

TergeTLanglar roe oot ey sde, Twke So et

Sty et erfua SERpEGEESTYE me s

ST madah TIEINL TRTGRAST eth eT mm dewT DT

. : —
bhvn bk msccpdl jen del seggele-snggelenys Sembut
il heidh MeTItRN G8n Mouveen TerEhs pely Derge wang
heal gebess Ro 100000000 (seewte juts wseh) yaeg
COTTUTILUGN MG LIV WD TS

Seruturpar Cof SOGIN 404 v SIS M. TUAD S DenRacEs

O T W DM GO U TR e

wenah Racian Mk sang bertectus YIYASAN derpar srgracer G

eoeps Deras
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c. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Contoh Berita Negara
tentang Pengesahan Yayasan tentang Pengesahan Yayasan

mmr:.nu«aul-.mu 1AM LA K ASAST MANTSIA Il'-l'll&l_l;'

¢ e
q O . RLIAR DA HAK ASASEMABLISLA REPLTS. 56 NG XIRERDY
iaondiniod sings wn-‘ LIOR © ABLS5RYAM U)o Tuemn 213 YAYASAN
VEnT s
PEMGESAMAN YAYASAR Tambahan Berita- Negara R. D Tanggal 11/5 - 2007 No. 38

PO AR M R NN

T . i ES: pEFngulﬂ dalarm “Nagara R.1. sesusl dengan ketantuan
. VIEMTER] WLKL uluu-:l:an au"::m\xm I:T.mu:w“;..:.. o Pasal 24 ayas (1] Undang-undang No, 16 Tehun 2001 tentang Yayesen
oo K s ot i, i et ook
- ersiggs Jokarte, 27 Desemnbe: 2006
Momor @ C-MT.01,008-560 Kepada Yih.
Mlar

sl Lomm Tt .
1m| ku .,.. ||: Turdwlun Lawbares Megars Lampiran :  sewe Notaris Ha |l Mutommad Imawan

12 juncio, Uniag-anang: Repusbl indorees E Caror, 54, MM
s i g LY 13 T % 5
Al v Vi Lemiar g T s iy, VipoarShrpt b Perihal : Yavasan Estu Utomg Jalan Kates Nomar 47 B
mbarsin Uhagrire Bapreblih: Dickmccla Hamer S030% Boyolal

4} Tehus 200 wntag

g wwding tenbamy v._-.g. ilehars Wegats  Repibdih Senubungan dengan surat Saudara Namor 43/ NOT/K11/2006 tanggal
st Tl JH Mewts T4, Tanbetm Lewbisus Segan Kepalih 15 Desember J006, perihal sabagaimana dimaksud paca pokok surat,
S M R dangan ini karri be itahukan Babwa Perubabian Anpgaran Dasar Yayasan
M HUTTRE AN Esti Utomo, ba feadud . kan di Desa Modal, Kecamatan Boyoldli, iKabupaton
L T Boyolall, Froping Jewa Tengan, sesual Akta Memor OF tanggel 20
Oktober 2006, yarg dibuat oleh Sauders, dalam rangks penyesuaian
AL T IO SIKTY TS MU o SRR dengan Pacal 7L ayat |3} Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
_ tentang Perubshan atas Undang-undang Nomar 16 Tahun 1 tertang
g b gl e Yayasan, telah karri terima dan kami catat dalar deftar yayasan.
2N oo Alis Nl ::_!Eﬂ "1 Wl 2019 yumg dinss sieb P e DA Linbitk dRctahil

EDUA | bt 1 s ol el gl gl

DIREXTUR JENDERAL
ADMINISTRAS] HUKUM UMM

||ie||ulo|nj¢|-\l e
2 Cltaber 010

DH. SYAMSUCIN MANAN SINAGA SH.MH
NIP. 040039RE1

Al MINTER LIM DA AR ABASTMARUS
KT E LI T IHISTRAS

Contoh Keputusan Menkumham Contoh Keputusan Menkumham
tentang Pengesahan Yayasan (online) 1 tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

B ALECSES Y

KCEFUTUS AN N 1515 MUKOM LA AR 545 FANLSIA | s
> prantiupeiiaing e diag : MOMOR ARU-I1304.50.10. 2014
| FEMGESAMAN MENDIIAS BADAN L U |
: o i e e I . TAYASAM AS-SUNIAN PADANG.
s asan MCORE A d T
¥ awal 3 80 000003
My A ELATHR BT RI PEATE T MRS TUSMARAL S Srios AR NOOHDT | ¥ hendl vasusan
T Toe ey — ———— -
PRI v 1 e i i | -
. LITLMGOR T :
ciah [ntce 171340
2 e domeun sonyirstin Forgerchun - m':ml.“* | D i 5
P e Mt b dan Sk Asasl Adisare bamiary | | NMAD DANIEL LT L0005
Plrigeastias Bachn yokioms Vipanan o5 SLMMAN TATRNG: | ARNSLATY AT AR 137 {3E1BARIOERS
I . B AT 130 1550081
MEMUTUTEANS i “AKE EAHORA DK TN
v O BATENLY SIPEIRILG PR
Ay b s e b | HAMNALD GBI 178G TRND
SN 15 CLA PN E | FADHAY SEAA 1371048801 TH0000
et Wi 11 £ irs 3 3
s i vk Mok YOSMARML S besbedudabun 1 15708 FALUNG: NOVIERID TITLINGE3 70006
i L S —— |
St fakarts Smrggel 0 b SO0 | | pEs vEADRA LATTENIAN 00N MWL m;wu
| L 4
0 MENTER KT A B A5 MR SA - : ANCGOTe
DIRECTR FAEA AL AIMISITRAST UM RN, | i ” i 1%
i PRy LSTIANITAN fNaE  Krivan %8
LITIOALI0H 1000 FINGLIRUE  STRTETARS
TR AR AMIN DAUD. DEM. | Iesadpiced il 5 S 3
P, 145EL1E0 L9480 1 001 AN Liaigy 7 39000 PENDAY Ll i
| AL WA LITIMIG0ITRII0 FINGARAD  ANGOTTA
HCETAR PADA TARGLAL 1314 FTA | o —
DAFTAR TEVASAN NOMOL AHU-63104.30.10 2014 TANGAL U2 14l 2014 | o] Moz ETIALINMAROI RERRIMAS . DTS TS

s
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d. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU
Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H. R. Rasuna Said Kav. 6-T Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 ~ Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

: Kepada Yth.
Nomor : C-HT.01.09-568 .
Notaris Haji Muhammad Irnawar

Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Lampiran § e

Perihal ¢ Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/X11/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudzl, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober
2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal
71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima
dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

= NIP. 040039881
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e. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

MASALAH
BADAN PENYELENGGARA PTS

PENYELESAIAN

Nama Badan Penyelenggara yang
tercantum  pada SK  Pendirian/
Perubahan PTS berbeda dengan nama
Badan Penyelenggara Pengusul, karena
telah didirikan Badan Penyelenggara
baru oleh Pengusul.

Nama Badan Penyelenggara vyang
tercantum pada SK  Pendirian/
Perubahan PTS berbeda dengan nama
Badan Penyelenggara Pengusul, karena
telah dilakukan perubahan nama Badan
Penyelenggara oleh Pengusul.

Mengusulkan  Perubahan
Badan Penyelenggara sebagaimana
tercantum pada SK Pendirian/
Perubahan PTS sesuai dengan
nama Badan Penyelenggara yang

baru kepada Dirjen Dikti.

naina

Nama Badan Penyelenggara pada SK
Pendirian/ Perubahan PTS sama
dengan nama Badan Penyelenggara
pengusul, namun Badan Penyelenggara
tersebut didirikan dan disahkan sebagai
Badan Hukum dengan nama yang sama
setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS
terbit.

SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang
sehingga tidak dapat diketahui
kronologi Badan Penyelenggara PTS
tersebut.

Mengusulkan kepada Dirjen Dikti
tentang penetapan kembali Badan
Penyelenggara yang telah berstatus
badan hukum sebagai Badan
Penyelenggara PTS sejak PTS
tersebut didirikan.

Nama Badan Penyelenggara PTS
sebelum Pendirian/ Perubahan PTS
tidak berubah namun ada kekeliruan
penulisan pada SK Pendirian/
Perubahan PTS.

Mengusulkan kepada Dirjen Dikti
tentang pembetulan nama Badan
Penyelenggara sebagaimana
tercantum pada SK Pendirian/
Perubahan PTS sesuai dengan
nama Badan Penyelenggara
sebagaimana tercantum dalam SK
Kemenkumham tentang
pengesahan Badan Penyelenggara
sebagai badan hukum.

SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak
menyebutkan nama Badan
Penyelenggara PTS.

Mengusulkan penectapan kepada
Dirjen Dikti tentang pencantuman
nama Badan Penyelenggara dalam
SK Pendirian/ Perubahan PTS.
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f. Contoh Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap

Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan....
Sk Menkumham No....

Perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan....

Pada hari.... tanggal.... Tahun.... Bertempat di..., para pihak yang bertandatangan di

bawah ini:

e ...(nama) ketua pengurus *Yayasan,/ Perkumpulan /Persyarikatan...., alamat....,
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

s ....(nama calon dosen tetap), alamat.... (sesuai kartu tanda penduduk), Selanjutnya
disebut Pihak Kedua;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap
*Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan...... Dengan kententuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen tetap
*Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh
tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai
peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dikabulkan.

Pasal 2
Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap *Yayasan/
Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma
lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan
perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*)....
yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3
Dalam hal izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota
domisli kampus utama (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*)....

Pasal 4
Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama
untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pendirian
(Universitas/Institut/Sekolah  Tinggi*).... ke Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat
untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

*) Pilih salah satu
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Surat Persetujuan Pembukaan PSDKU dari Badan Penyelenggara

Yayasan /Persyarikatan /Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli
Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 — 54378 Fax: 020 — 54987 — Emauil:
ngeli@yayasan.com

Nomor :..../YYS/.../2020
Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi di Luar Kampus Utama

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja
Keli Di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi di
Luar Kampus Utama pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja
Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum
Nirlaba lain*.... setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut

dapat menyetujui penambahan program studi Akademik pada
Universitas /Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli dengan Program

Studi sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan
Program Studi Akademik tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

K AlSSAD, wussmmsmnorisi 2020
Ketua Organ Badan Penyelenggara**,

Prof.Dr.lgun Surigun.SH..MH

*) Pilih salah satu
**) misal Ketua Pengurus Yayasan
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h. Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang Rencana
Pembukaan PSDKU pada PT

Senat
Perguruan Tinggi XYZ
Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 — 54453 (hunting) Fax: 020 — 54654 — Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomeor » .. /SU/.../2020

Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Swasta Tentang
Rencana Pembukaan Program Studi di Luar Kampus
Utama

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* ..........
Di tempat

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi di Luar
Kampus Utama sebagai penambahan program studi pada Universitas/Institut/

Sekolah Tinggi*....... , melalui surat ini Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*
...... dalam Rapat Pleno tanggal .......................... telah mempertimbangkan secara
seksama usul tersebut dapat merekomendasi Rencana pembukaan program studi
di luar kampus utama pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* ......... dengan
Program Studi sebagai

berikut:

1. Program Studi ................. pada program Sarjana/Magister/Doktor*

2. Program Studi ................. pada program Sarjana/Magister/Doktor*

3. Program Studi ................. pada program Sarjana/Magister/Doktor*

4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan izin pembukaan
Program Studi Akademik tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.
Kalasan, 2020

Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM
*) Pilih salah satu
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1. Rekomendasi LLDIKTI Untuk Pemmbukaan PSDKU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH. ...

Telepon.. ...

Nomor
Lampiran 1=
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi di luar Kampus Utama Pada PTS

i -2020
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggl
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu 1 Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua* ........, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi
yang kami miliki tentang:

. rekam jejak [termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;

. rekam jejak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*;

. tingkat kejenuhan berbagai program studi Akademik vang akan dibuka; dan

. tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan® rekomendasi pembukaan program studi di luar
kampus utama pada Universitas/Institut/Sekolah Tmggi..., dengan Program Studi baru sebagai
berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*

2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister,/ Doktor*

3. dst.

sebagaimana diajukan Rektor /Ketua....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu] tahun sejak tanggal diterbitkan.
Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

NIF.
Tembusan:

Badan Penyelenggara
* Pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
TTD.

NIZAM
{dengan aslinya NIP 196107061987101001

eYar meorat Jenderal Pendidikan Tinggi
hteriam Pggidikan dan Kebudayaan,




